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1. Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

2. Daerah dalam menetapkan kebijakan Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), wajib berpedoman pada norma,
standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat.

3. Kebijakan Daerah dalam Penjelasan Undang-Undang ini adalah
Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan Keputusan

Kepala Daerah (Produk Hukum Daerah).
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Pasal 3 ayat (6), dalam hal melaksanakan kewenangan pembinaan umum

terdapat keterkaitan dengan kewenangan pembinaan teknis, Menteri

Dalam Negeri mengadakan koordinasi dengan menteri teknis/kepala

lembaga pemerintah nonkementerian.
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Pasal 3 ayat (8), Pembinaan umum dan teknis sebagaimana dimaksud pada

ayat (6) dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan

pelatihan serta penelitian dan pengembangan.
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Pembinaan terhadap Produk Hukum Daerah, berpedoman pada Norma,

Standar, Prosedur, dan Kriteria dalam rangka penyelenggaraan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan dilaksanakan

melalui mekanisme Fasilitasi dan Konsultasi.

MEKANISME KOORDINASI PEMBINA UMUM DAN PEMBINA TEKNIS
(Ps. 3, PP 12/2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah)
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PEMERINTAH PUSAT

PEMBINAAN UMUM

Dilaksanakan oleh 

Menteri Dalam Negeri

Mendagri sebagai koordinator pembinaan

penyelenggaraan pemerintahan daerah

DAERAH PROVINSI

Melaksanakan pembinaan secara umum dan teknis terhadap penyelenggaraan urusan 

pemerintahan yang disenahkan kepada Daerah Kabupaten/Kota.

DAERAH KABUPATEN/KOTA

RUANG LINGKUP PEMBINAAN UMUM OLEH 

MENDAGRI

PEMBINAAN TEKNIS

GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT (GWPP)

Dilaksanakan oleh Menteri Teknis atau Kepala 
Lembaga Pemerintah Nonkemeriterian

Sesuai teknis urusan pemerintahan yang

diserahkan kepada Daerah Provinsi

Kepala daerah dan DPRD

Bentuk pembinaan lain sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan
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Kerja sama daerah

Pelayanan publik

Pembangunan daerah

Keuangan daerah

Kepegawaian pada perangkat daerah

Kelembagaan daerah

Pembagian urusan pemerintahan1111111111111111111

Kebijakan Daerah wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang

ditetapkan oleh Pemerintah Pusat

1

1

2

3

4

5

Kebijakan Daerah8
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PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 373 dan Pasal 374 Undang-Undang No.23 Tahun 2014 4



PELAKSANAAN KONSULTASI DALAM RANGKA
PEMBINAAN PRODUK HUKUM DERAH 

1 Pemerintah Daerah Melakukan Konsultasi

Pemerintah Provinsi = Menteri Dalam Negeri dan
menteri teknis/kepala lembaga pemerintah
nonkementerian sesuai dengan kewenangan
masing-masing dan memperhatikan pelaksanaan
pembinaan umum dan pembinaan teknis
penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2A
Konsultasi Secara 
Langsung

Konsultasi yang dilakukan secara
langsung, dituangkan secara
tertulis dalam berita acara hasil
konsultasi.

2B
Konsultasi Secara 
Tidak Langsung

Konsultasi yang dilakukan secara
tidak langsung, hasil konsultasi
dituangkan secara tertulis dalam
surat jawaban.

Hasil konsultasi harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah melalui penyempurnaan dan/atau

penyelarasan kebijakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Output: Berita Acara Hasil Konsultasi Output: Surat Jawaban

(Ps. 5, PP 12/2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah)
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MEKANISME PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI

Propemperda
yang disusun

oleh DPRD dan 
Kepala Daerah 
untuk jangka

waktu 1 tahun

Penyusunan 
Ranperda 

berdasarkan 
Propemperda

a. Harmonisasi
b. Pembulatan
c. Pemantapan

konsepsi
oleh Kanwil Kemenkum

Oleh Tim Penyusun: 
Kepala Daerah, 

Sekda, PD 
pemrakarsa, PD 

terkait, Biro Hukum, 
Perancang PUU

Pembahasan 
Ranperda oleh 
Kepala Daerah 
bersama DPRD 

melalui 
Pembicaraan 

Tingkat I

Proses fasilitasi 
oleh Mendagri 

melalui aplikasi e-
Perda

Kemendagri
(Dit.PHD, Ditjen

Otda)

Pembahasan 
Ranperda hasil 
fasilitasi oleh 

Kepala Daerah 
bersama DPRD 

melalui 
Pembicaraan 

Tingkat II

Pengambilan 
keputusan dalam 
rapat paripurna

Persetujuan 
bersama Pemda 

dengan DPRD

Ranperda yang 
telah disetujui 
bersama oleh 

DPRD dan kepala 
Daerah 

disampaikan oleh 
pimpinan DPRD 
kepada kepala 
daerah untuk 

ditetapkan menjadi 
Perda. 

Ranperda 
disampaikan 

kepada Mendagri 
untuk 

mendapatkan 
Noreg

Ranperda yang 
telah mendapatkan 
Noreg ditetapkan 

oleh kepala daerah 
dengan 

membubuhkan 
tanda tangan.

Pengundangan 
Perda dalam 

lembaran daerah 
dilakukan oleh 

Sekda.

Gubernur wajib 
menyampaikan

Perda dan Perkada 
kepada Mendagri 
paling lama 7 Hari 
setelah ditetapkan

Perencanaan Penyusunan Pembahasan (1) Fasilitasi Pembahasan (2) Penetapan Pengundangan Pelaporan

KONSULTASI 
LANGSUNG 
DAN /ATAU 

TIDAK 
LANGSUNG
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CONTOH SURAT HASIL KONSULTASI DENGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA
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1. Konsultasi Teknis

Pemerintah Daerah
Provinsi melakukan
konsultasi dengan
Kementerian/Lembaga
atau Unit Kerja
Kemandagri sesuai
substansi/materi
muatan rancangan
peraturan dengan
meminta saran dan
masukan tertulis.

Setelah mendapat saran/masukan tertulis K/L atau
Unit Kerja Kemandagri, Pemerintah Daerah
menyampaikan permohonan fasilitasi kepada
Ditjen Otonomi Daerah Kemandagri melalui e-
Perda dengan melampirkan:

Surat Selesai Harmonisasi oleh Kantor Wilayah 
Kementerian Hukum

Berita Acara Pembicaraan Tingkat I bagi Rancangan
Peraturan Daerah 

Konsultasi tertulis K/L atau Unit Kerja
Kemandagri

Direktorat Jenderal Otonomi
Daerah memproses fasilitasi
Rancangan Peraturan
Daerah/Rancangan Peraturan
Gubernur/Rancangan
Peraturan DPRD paling lambat
15 (lima belas) hari kerja
terhitung setelah dokumen
dinyatakan lengkap.

Maksimal

15 Hari Kerja

1 2 3 4

2. Permohonan Fasilitasi melalui e-Perda

3. Proses Fasilitasi

Hasil fasilitasi

ditandatangani oleh 

Dirjen Otonomi

Daerah a.n. Menteri 

Dalam Negeri dan 

diunggah melalui e-

Perda.

Surat Permohonan Fasilitasi

Propemperda / Propemperkada

Dokumen Ranperda/Ranpergub/RanperDPRD

Alur fasilitasi di atas berlaku secara mutatis mutandis dengan fasilitasi yang

dilakukan oleh Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat terhadap Produk Hukum

Daerah Kabupaten/Kota.

4. Hasil Fasilitasi

ALUR PROSES FASILITASI

Bagi Daerah yang dipimpin oleh Plt/Plh/Pj Kepala

Daerah, permohonan persetujuan penandatanganan

dilakukan setelah melalui proses fasilitasi di atas
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ARAHAN PENEGASAN

Hasil Konsultasi paling sedikit dapat memberikan penegasan terhadap

beberapa poin sebagai berikut:

1. Penegasan bahwa substansi pengaturan dalam rancangan peraturan

telah sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah

(Provinsi/Kabupaten/Kota) berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan

Kriteria.

2. Penegasan perbaikan materi muatan rancangan peraturan disertai dengan

penyempurnaan pasal per pasal.

3. Penegasan rancangan peraturan dapat atau tidak dapat dilanjutkan

mekanismenya.

HASIL KONSULTASI WAJIB DITUANGKAN DALAM BENTUK TERTULIS



TERIMA KASIH

DIREKTORAT PRODUK HUKUM DAERAH
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH

phdotda eperda.kemendagri.go.id
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